
 

 

 

 
 

 
 

 
 

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA 
NOMOR 61 TAHUN 2018 

 

TENTANG 
 

PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI DALAM EVALUASI  
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEPADA CAMAT 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI BARITO KUALA, 

 
Menimbang  : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (6) Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa, ketentuan mengenai 
pendelegasian evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Camat 
diatur dalam Peraturan Bupati; 

 
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa, tata cara pengajuan perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah sama dengan 

tata cara penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; 
 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati dalam 
Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan 
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Kepada Camat. 

 
Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat nomor 3 tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352 sebagai 
Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1820);  

 
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 
126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 

 
 

 
 



 

 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 
5234); 

 
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495); 

 
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan  Lembaran  Negara  

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 
2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 

6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 

 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang 

Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 73); 

 
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 
 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 
 
 

 
 

 



 

 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 

2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34); 

 
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 8 Tahun 

2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2018 (Lembaran 

daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018 Nomor 59). 
 

MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN 

KEWENANGAN BUPATI DALAM EVALUASI RANCANGAN 
PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEPADA CAMAT. 
 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Bagian Kesatu 
Pengertian 

 
Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah otonom.  
3. Bupati adalah Bupati Barito Kuala 
4. Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala di wilayah 

kerjanya  
5. Desa adalah desa desa di kabupaten Barito Kuala selanjutnya disebut Desa 

adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak 
asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam 
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia.  
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.  
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah 

lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya 

merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah 
dan ditetapkan secara demokratis.  

9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai 
dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang 

berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.  
10. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan 

pertanggungjawaban keuangan Desa. 
 

 
 

 



 

 

11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disebut RPJM 

Desa, adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka 
waktu 6 (enam) tahun. 

12. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah 
penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk 

jangka waktu 1 (satu) tahun.  
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, 

adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.  
14. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa 
15. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa. 

16. Pendapatan Desa adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun 
anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa. 

17. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa 
dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh 

Desa. 
18. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa 

dengan belanja Desa. 

19. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa 
dengan belanja Desa. 

20. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali 
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun 

anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. 
21. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan 

yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu 

tahun anggaran 
22. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah 

selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu 
periode anggaran. 

23. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang 
Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan 
digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) 

rekening pada Bank yang ditetapkan.  
24. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan 

usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa 
melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang 

dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya, 
untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 

25. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan 

oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan 
Permusyawaratan Desa. 

26. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan 
Desa untuk mengetahui kesesuaian dengan kepentingan umum dan/atau 

Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau RKPDesa. 
 

BAB II 

PELAKSANAAN DAN PENARIKAN DELEGASI 
 

Bagian Kesatu 
Pelaksanaan Delegasi 

 
Pasal 2 

 

Bupati mendelegasikan wewenang dalam evaluasi Rancangan Peraturan Desa 
tentang Perubahan APBDesa kepada Camat. 

 
 

 



 

 

Pasal 3 

 
(1) Perubahan APBDesa dapat dilakukan Pemerintah Desa apabila terjadi: 

a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada 
tahun berjalan; 

b. sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun 
berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan; 

 
c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, 

antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan 

d. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) 
tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan; 

 
(2) Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) 

tahun anggaran. 
 

Pasal 4 

 
(1) Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa yang 

telah didelegasikan merupakan tanggung jawab Camat sebagai penerima 
tugas delegasi.  

 
(2) Camat membentuk Tim Evaluasi  Rancangan Peraturan Desa tentang 

Perubahan APB Desa, yang terdiri dari: 

a. Ketua : Camat; 
b. Sekretaris : Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan 

c. Anggota : Unsur     pemerintah     kecamatan     dan     UPT 
Kecamatan terkait 

 
(3) Anggota Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah 

pejabat atau staf yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya dari unsur 

terkait untuk melakukan evaluasi Rancangan peraturan Desa tentang 
Perubahan APB Desa. 

 
(4) Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang 

Perubahan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak 
diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.  

 

(5) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Desa tersebut berlaku 

dengan sendirinya.  
 

(6) Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa 
tentang Perubahan APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan 
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan 

penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak 
diterimanya hasil evaluasi.  

 
(7) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) dan Kepala Desa menetapkan Rancangan 
Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa menjadi Peraturan Desa, 
Camat menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Desa kepada Bupati. 

 
 

 
 



 

 

(8) Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan 

Rancangan Peraturan Desa  tentang Perubahan APBDesa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui Keputusan Camat.  

 
(9) Laporan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB 

Desa didistribusikan kepada : 
a. Kepala  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa Kabupaten Barito 

Kuala; dan 
b. Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Kuala 

 

Pasal 5 
 

Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Keputusan Camat tentang Hasil 

Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) tercantum dalam Lampiran 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 
Bagian Kedua 

Penarikan Delegasi 
 

Pasal 6 
 

(1) Bupati dapat menarik kembali pendelegasian dalam evaluasi Rancangan 

Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa kepada Camat.  
 

(2) Penarikan kembali pendelegasian dalam evaluasi Rancangan Peraturan 
Desa tentang perubahan APB Desa kepada Camat ditetapkan dengan 

Peraturan Bupati. 
 

BAB III 

PEMBIAYAAN 
 

Pasal 7 
 

Biaya pelaksanaan tugas pendelegasian dalam evaluasi Rancangan Peraturan 
Desa tentang perubahan APB Desa kepada Camat dibebankan pada Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran Kecamatan. 

 
BAB V 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 
 

Pasal 8 
 
Tim Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa tingkat Kabupaten melakukan 

pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pendelegasian 
kewenangan ini. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 



 

 

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 9 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito 
Kuala. 

 
Ditetapkan di Marabahan 

pada tanggal  14 September 2018 
 

BUPATI BARITO KUALA, 
 
 

 
Hj. NOORMILIYANI  AS 

 
Diundangkan di Marabahan 

pada tanggal     September 2018 
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA, 

 
 

 
H. SUPRIYONO 

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2018 NOMOR 61 


